Bincang birokrasi, 14 des 2021
Notulensi (first draft, no correction, anonim)

1. [bookmark: _GoBack]Sejak beberapa tahun ini pelayanan oleh instansi2 pemerintah mengalami perbaikan yang luar biasa. Dibanding tahun 1990an, pelayanan mereka saat ini sangat cepat, ramah, jelas, transparan. Apa saja yg sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah untuk membenahi birokrasi kita..? Sejak kapan? Bagaimana prosesnya..?

a. Perubahan tidak signifikan! Kadang2 harus digertak dulu baru diperbaiki!
b. Bayar pajak motor tahunan bisa via HP! Bisa bayar via apapun, tapi harus ke samsat untuk divalidasi, harus ngantri lagi! Yg 5 tahunan harus bawa kendaraan. Dtg jam 9 pagi atnrian sudah habis! Per hari hanya 100-150 orang. Ada calo internal! Mendingan biro jasa dimasukkan sistem aja: diseragamkan, dilegalkan saja!
· Buat akta lahir: datang jam 11: nomor antrian harus pagi! Ternyata ada calo juga! Akta diantar ke rumah!
· Yg berubah aspek digitalisasi. 
· Puskesmas, RS nomor antri ambil dulu. Ada kuota! Orang harus menginap untuk antri! Kecuali mau bayar sebagai pasien umum, bukan BPJS. Rekayasa ulang proses bisnis: antri, proses, syarat, otorsiasi, validasi dll. PPTSP.
· Auditor BPK: pemerintah tak mungkin bikin mapping proses bisnis! Banyak yg gagap! Pdhl proses bisnis kuncinya! Sistem rekruitmen dll. Depkeu: reformasi street level bureaucracy: tampilan kantor: layout mewah, anak2 muda, yg tua disingkirkan karena jadi calo. Banyak yg dinonjobkan –marah. 
· Desa/kelurahan: ruang pelayanan lebih baik. Mental belum berubah!
· Lamongan 2007: reformasi pelayanan publik. Rekrut pegawai (honorer) yg muda agar pelanggan senang.  
· Mal-administrasi, percaloan. 
· Reengineering (buku 1999): di amerika, jepang, korea, depkeu. Sistem remunerasi, rekruitment, penempatan.
· Masih ada iklan: bantu bikin npwp. Padahal bikin sendiri 5 menit selesai! Database di kemendagri (dukcapil). 
· Koneksi antar instansi: bank-pajak-kelurahan.
· Interoperabilitas data: tiap dinas bikin aplikasi! “Proyek”!
· Dinas pendidikan, pariwisata, kesehatan.
· Tiap daerah bikin sendiri! 
· Aplikasi lapor polisi: lokasi terdeteksi. 
· Cirebon: tiap dinas punya aplikasi! Ada 11!  Membantu, tapi merumitkan. 
· Digital? Gimana lansia? Indonesia terbanyak ke-3 memfollow influencer. Lansia hanya 2 persen. Abaikan saja? Kalau gap struktural (ekonomi, akses internet) gak bisa diperbaiki. Gap personal: bisa dilatih. 
c. BPN Klaten: akta tanah diantar ke rumah oleh 3 orang, difoto untuk laporan.
· Bayar PBB di BPD di sebelah Dispenda (BKD). Mestinya koordinasi antara BKD-kelurahan.
d. Ada yg positif, ada yg perlu gertak.
· Yg positif: 23 visi di kepolisian. SKCK cepat. Online, biaya 30rb.
· Yg nganyelke: Tagihan PBB di kelurahan. Dinilai nunggak 5 tahun (secara terbuka, mesitnya pribadi rahasia), padahal lengkap! Jawaban kelurahan: abaikan saja kalau sudah bayar! (Tidak minta maaf!) Kita telah bayar lewat bank, mungkin bank tak memberitahu kelurahan. Harusnya stlh bayar di bank lapor ke kelurahan?? Untuk apa?? Kelurahan ditarget! Yg bisa lunas Maret dapat hadiah!
· Kualitas SDM. Belum menghormati privacy.
· Samsat: motor 1991 an sendiri tapi alamat masih di Bylali. Selama ini oke. Yg terakhir: alamat dan ktp beda! Harus balik nama! Apa guna e-ktp nasional? Titip boleh?! Ke teman: titip saja! Bayar di samsat keliling saja! Samsat itu periksa polisi, kalau yg keliling polisi tak teliti. Ke Mall pelayanan publik: belum buka, ketemu polisi: tidak bisa! Ke samsat keliling: ada polisi, tapi lolos! Mmg tidak teliti? Titip masih ada! Jadi tanpa KTP saja! Untuk apa KTP? 
· Dulu biaya cek fisik: 15rb (tahunan), tapi dihapus hnya u 5 tahunan. 
· Gertak: Di desa itu lurah lebih dihargai/berwibawa. Pak camat menggertak gak mempan! Kalau di kota camat itu atasan lurah! Kabag di kecamatan bisa memaksa lurah! Melengkapi persyaratan. Lewat loket resmi: belum pernah bikin, gak bisa! Tinggal ambil ! Resmi memang sulit, lewat kekuasaan di atasnya jadi mudah! Kolusi! 
· Surat rekomendasi dibatalkan kades, ternyata dibujuki kompetitor! Kades mau nyalon DPRD! Pengusaha memodali! Cukong! Akhirnya nanti minta ganti!
· Surat keterangan sehat rohani. 3 jam psikotest. 225 pertanyaan! Tapi surat kterangan sudah ditandatangani! 1-2 jam lagi wawancara! Wwncara ala kadarnya!
e. Pelik, unik. Tanah, sim, ktp, perkawinan… jadi ajang yg memilukan. Tanah: Orba: rumit, pelik. Caplok-mecaplok. Reformasi ada sedikit pembenahan. Era digital ada sedikit perubahan. Tanah hak mutlak rakyat. Jokowi: rakyat hrs dilindungi, diayomi, dibela. Jkw biasa di luar: petani merasa terayomi: sertifikasi.
f. Tenaga honorer rawan mal-admin? Pelyanan KTP gratis tapi lama! Yg bayar 300rb selesai seminggu!
· Pandemi covid mempengaruhi pelyanan! 
· Sistem antrian!
g. Interkoneksi: Mau ganti ktp, ganti KK dulu. Dirjen: gak perlu RT-RW…lgsg ke dukcapil kecamatan! Harus ke kelurahan dulu! Di kelurahan: harus ada pengantar rt-rw! Dikasih form, harus dikopi. Ada oknum yg bisa urus KK, bayar. 
· Pengantar lurah dicap.. dibawa ke ruang, dipanggil… dimintai bayaran seikhlasnya!  Di kecamatan: baca syarat: online! Pulang, input online. 10 hari baru jadi KK! 
· Yg disampaikan atasan belum tentu berlaku di bawah: tergantung masing2.
· PBB: di perumahan, melalui rt-rw. Tak diberi hard copy PBB. Agustus bulan terakhir pbb. Kok kali ini tidak diberi tagihan? Ke bank jabar pakai resi pbb tahun sebelumnya. 
· Rumah yg lain ditagih PBB 2 buah! Dibayar yg lebih mahal direject, bayar yg murah bisa! Alamat sama, nama beda!
· Surat kesehatan jiwa. RS tentara 500 soal! Dikoreksi: ada grafik. (beda dg pak budiman).
h. BPN sudah mentok! Perselisihan batas gak selesai-selesai! Roya sudah bagus. Pemecahan tanah. Ada penambahan nilai tanah (khusus kota bengkulu). Tanah di pinggir jalan: 300jt…tak disertifikatkan!  
· Pemindahan hak: SOP 3 bulan. Hrs ke notaris: akta jual-beli. Refomasi agraria belum menyentuh! Biaya mahal!
· Pajak sdh bagus dibanding 90an. Tapi tetap antri, kecuali ada koneksi. SIM susah! Ujian susah! Bayar bisa!  Slogan: tak terima gratifikasi, tapi praktiknya masih. 
· Bpjs sdh bagus. Pelyanan tingkat pertama, lgsg ke rujukan. 
· Kadang2 belum terintegrasi. 
· Perubahan nomenklatur tidak diadaptasi sistem: mahsiswa tak bisa dapat beasiswa. L2dikti, korlap. WR3 hrs ke dikti. Pdpt…

2. Bagaimana proses latihan prajabatan (latihan belanegara?) dan diklat kenaikan pangkat/jabatan yang pernah anda alami! Apakah proses seperti itu berpengaruh terhadap perbaikan birokrasi..?
· Belum disentuh…
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